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ABSTRAK

Persetujuan medis atau Informed Consent adalah pernyataan pasien dalam hal
ini selaku konsumen kesehatan atau yang sah mewakilinya yang isinya berupa
persetujuan atas rencana tindakan kedokteran yang diajukan oleh dokter setelah
menerima informasi yang cukup untuk dapat membuat persetujuan atau penolakan.
Tujuan dari Persetujuan medis antara lain adalah untuk melindungi pasien dalam
hal ini sebagai formulir perlindungan konsumen kesehatan terhadap segala tindakan
medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien, dan memberikan perlindungan
hukum kepada dokter terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif,
misalnya terhadap risk of treatment yang tak mungkin dihindarkan walaupun dokter
sudah mengusahakan semaksimal mungkin dan bertindak dengan sangat hati-hati
dan teliti. Penulis melihat terdapat permasalahan pokok mengenai persetujuan
medis untuk perlindungan kosnumen. Permasalahan itu terdiri dari implikasi
yuridis penolakan persetujuan medik (informed consent) terhadap resiko pasien dan
pertanggung jawaban hukum terhadap tindakan dokter setelah adannya persetujuan
tindakan medik.

Dalam menjawab permasalahan ini, penulis melakukan penelitian yuridis
normatif atau penelitian hukum kepustakaan, untuk mendapatkan data sekunder
yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Undang-
Undang dan para ahli hukum. Data-data yang diperoleh dianalisis melalui
metodelnterpretasi gramatikal dan sistematis dengan menggunakan pola berpikir
deduktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi
perpustakaan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa
persetujuan medis yang ada saat ini sudah memenuhi syarat sahnya persetujuan
medis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum
kepustakaan ini peneliti menyarankan masih diperlukan adanya penyempurnaan
kolom administrasi dan adanya pengesahan secara global bentuk dari formulir
persetujuan medis, implikasi hukum terhadap penolakan tindakan medis dan
penyelesaian pertanggungjawaban hukum tindakan medis terhadap resiko pasien.

Kata Kunci : Persetujuan Medis, Implikasi Hukum, Pertanggungjawaban
Hukum



ABSTRACT

Medical consent or Informed Consent is a statement by the patient, in this
case as a health consumer or his/her legal representative, which contains the form
of approval for the medical action plan proposed by the doctor after receiving
sufficient information to be able to make an approval or refusal. The purpose of
medical approval is, among other things, to protect patients, in this case as a form
of health consumer protection against all medical procedures carried out without
the patient's knowledge, and to provide legal protection to doctors against
unexpected and negative consequences, for example against the risk of unexpected
treatment. may be avoided even though the doctor has tried his best and acted very
carefully and thoroughly. The author sees that there are main problems regarding
medical approval for consumer protection. These problems consist of the juridical
implications of refusing medical approval (informed consent) for the patient's risks
and legal liability for the doctor's actions after approval of medical treatment.

In answering this problem, the author conducted normative juridical research
or library legal research, to obtain secondary data consisting of primary legal
materials and secondary legal materials in the form of laws and legal experts. The
data obtained was analyzed using grammatical and systematic interpretation
methods using deductive thinking patterns. The data collection technique used is
the library study technique.

Based on the results of the analysis that has been carried out, it can be
concluded that the current medical approval meets the requirements for valid
medical approval, in accordance with statutory regulations. In this legal literature
research, the researcher suggests that there is still a need for improvements in
administrative columns and global validation of the form of the medical consent
form, the legal implications of refusing medical treatment and resolving legal
liability for medical action regarding patient risks.

Keywords : Informed Consent, Legal Implications, Legal Liability



